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PEMERINTAH  KABUPATEN  BOJONEGORO

KECAMATAN  KEPOHBARU

DESA  MUDUNG

Alamat : Jalan Poros 22, Mudung,Kepohbaru


Nomor


: 141/           /51.08.022/2021  
  Kepada :

Sifat


: Penting


  
  Yth.Ibu  Bupati Bojonegoro

Lampiram

: 1 ( satu ) bendel

  
         Melalui

Perihal


: Laporan Keterangan Penyelenggaraan      Ibu Camat Kepohbaru




  Pemerintah Desa tahun 2020
         Di-










        KEPOHBARU



Bersama ini kami kirimkan dengan hormat Laporan Keterangan  Penyelenggaraan Pemerintah Desa ( LKPPD)  tahun 2020  Desa Mudung Kecamatan Kepohbaru Kabuapten Bojonegoro, sebagaimana uraian  terlampir.

Demikian harap untuk menjadikan periksa










 Mudung, 20 Januari 2021
Kepala Desa Mudung

MAT ZAENI
Tembusan disamapaikan Yth.

1. Ibu Camat Kepohbaru

2. Bapak ketua BPD Desa Mudung

3. Arsip

PEMERINTAH  KABUPATEN  BOJONEGORO

KECAMATAN  KEPOHBARU

DESA  MUDUNG

Alamat : Jalan Poros 22, Mudung,Kepohbaru

Nomor


: 141/           /2022.51.11/2021  
  Kepada :

Sifat


: Penting


  
  Yth. Bapak Ketua BPD

Lampiram

: 1 ( satu ) bendel

  
          Desa Mudung, Kepohbaru
Perihal


: Laporan Keterangan Penyelenggaraan    
               



  Pemerintah Desa tahun 2020
         Di-










        Mudung


Bersama ini kami kirimkan dengan hormat Laporan Keterangan Penyelenggaraan  Pemerintah Desa ( LKPPD)  tahun 2020 Desa Mudung Kecamatan Kepohbaru kabuapten Bojonegoro, sebagaimana uraian  terlampir.

Demikian harap untuk menjadikan periksa










 Mudung, 20 Januari 2021
Kepala Desa Mudung

MAT ZAENI
Tembusan disamapaikan Yth.

1. Ibu Camat Kepohbaru

2. Bapak ketua BPD Desa Mudung

3. Arsip

KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum   Wr    Wb

Pertama – tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena  atas berkenaanya kita sekalian masih diberi kekuatan dalam lindunganNya 


Mengawali Laporan Keterangan Penyelenggaraan  Pemerintah Desa ini kami sampaikan kepada Ibu Bupati Bojonegoro, melalui Ibu Camat Kepohbaru sebagai bentuk tanggung jawab kami selaku Kepala Desa Mudung, dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintah Desa Mudung di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, dan bidang Kemasyarakatan (Pembinaan dan Pemberdayaan). Bagaimanapun dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kami menyadari masih banyak kelemahan maupun kekurangan, sehingga belum optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Penannggung jawab Pemerintah Desa Mudung.


Untuk itulah saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan agar dapat terpenuhi apa yang menjadi tujuan dari pada Pemerintah dan Masyarakat. Akhirnya kami mohon dengan hormat kepada Ibu Bupati Bojonegoro untuk memakluminya dan menerima laporan pertanggungjawaban ini untuk dievaluasi serta memberi petunjuk dan  arahan sehingga dapat kami jadikan bekal pada pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dimasa yang akan datang


Demikian harap menjadikan maklum adanya

Wassalamu’alaikum    Wr       Wb










Kepala Desa Mudung










MAT ZAENI   
BAB  I

PENDAHULUAN

A. DASAR  HUKUM  DAN  TUJUAN
1. DASAR  HUKUM

1. Undang –Undang nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota Madya  dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang –Undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-undang Nomor 43 tahun 2014 tentang  Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 29 tahun 2006, tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 30 tahun 2006, tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 24 tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 35 tahun 2007, tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Peraturan  Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 20 tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 66 tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
11. 
12. 

13. Peraturan Pemerintah Dearah Nomor 09 tahun 2015 tentang Desa;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 tahun 2018 tentang Desa Penghasilan Kepala Desa  dan Perangkat Desa;

15. Peraturan Desa Mudung Nomor  01     tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa 

16. 

17. 
18. 
19. 

20. 

II. TUJUAN

              Dalam rangka mewujudkan tujuan Nasinal sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 untuk mewujutkan kesejahteraan umum , maka Pemerintah telah m
erencanakan pembangunan yang tersebar diseluruh wilayah tanah air melalui tahapan tertentu 
dan dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga di terbitkan Undang- Undang nomor 06 
Tahun 2014 sebagaimana dasar pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan baik secara
 Strategis maupun normative.
  
Kita harus menyadari bahwa pada dasarnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan 
bagian yang sangat penting dan mempunyai nilai yang sangat strategis dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan secara nasional.
Oleh karena itu sasaran yang harus kita capai adalah mewujutkan Desa yang mampu m
enyelenggarakan Pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan secara baik 
dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa disampaikan sebagai Laporan Akhir Tahun 
Anggaran 2019
B. LETAK DAN LUAS WILAYAH DESA

Desa Mudung Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, terletak di daerah dataran rendah b
ukan pantai dan berada di Pedesaan dengan luas wilayah sebagai berikut ;

Batas Wilayah :
· Sebelah Utara
: 
Desa Karangan, Kecamatan Kepohbaru

· Sebelah Timur
: 
Desa Ngranggonanyar,  Desa Jipo Kecamatan



Kepohbaru
· Sebalah Selatan
: 
Desa Jipo, Kecamatan Kepohbaru
· Sebelah Barat
 
: 
Desa Betet, Desa Bumirejo, Kecamatan Kepohbaru
      Luas Wilayah :
      - Luas Desa :  166  Ha   terdiri dari ;

· Tanah Sawah

:   133  Ha

· Tanah Pekarangan
:     33  Ha

· Tanah Lain-lain
:     -     Ha
      Pemerintahan :
· Jumlah Dusun

:        3  Dusun

· Jumlah RW

:        3  RW

· Jumlah RT

:       11 RT

· Jumlah KK

:     527 KK

      Penduduk :

· Jumlah Penduduk 
:     2604   Jiwa, terdiri dari :
· Laki-laki

:     1307   Jiwa

· Perempuan

:     1297 Jiwa

BAB  II
PROGRAM KERJA BIDANG PEMERINTAHAN DESA


Pemerintah Desa Mudung dilaksanakan atas dasar Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang Nomor 43 tahun 2014 tentang  Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 29 tahun 2006, tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 30 tahun 2006, tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 20 tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Pemerintah Dearah Nomor 09 tahun 2015 tentang Desa.



I. PENYELENGGARAN PEMERINTAH DESA 
a. Pemerintah Desa 
Pemerintah Desa  diselenggarakan dengan:
1. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa

2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3. Tugas dan Kewajiban Kepala Desa adalah :

i. Pemimpin Penyelenggaraan 
ii. Pemerintahan Desa , Membina kehidupan Warga Masyarakat Desa
iii. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
iv. Mendamaikan Perselisihan Masyarakat Desa
v. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa Hukumnya
4. 
Dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya kepala Desa wajib menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Kepada Bupati dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada setiap akhir tahun anggaran
b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai lembaga legalitas dan merupakan Mitra kerja bagi Kepala Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan berfungsi mengayomi adapt istiadat dan menampung dan menyalurkan Aspirasi masyarakat dan melaksanakan tugas sebagai pengawas pelaksanaan pemerintahan Desa dan Peraturan Desa, Mengesahkan Peraturan Desa yang dibuat bersama-sama Pemerintah Desa

II. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA 
1.  Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

· Sekretaris Desa yang bertugas dibidang Administrasi Desa ( dalam kurun waktu 1 tahun selama tahun 2020, Tugas Sekretaris Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas / Plt)
· Kasi pemerintahan, Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Kasi Pelayanan,  yang bertugas sebagai unsure  pelaksanaan Pelayanan Masyarakat di Lapangan
· Kaur Umum dan Tata Usaha, Kaur Keuangan yang bertugas sebagai unsur  Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat di Kantor
· Kepala Dusun yang bertugas sebagai pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah dusunnya masing-masing.

2. Cara-cara yang ditempuh dalam melaksanakan kebijakan ditempuh dengan jalan pendekatan     secara Musyawarah dan kekeluargaan dengan tanpa mengurangi dan meninggalkan aturan-aturan serta norma-norma yang telah digariskan 

3. Pada dasarnya semua tugas yang bersifat mengatur dan membebani terutama yang berkaitan d
4. engan kepentingan Umum warga masyarakat Desa dituangkan dalam Peraturan Desa yang sebelumnya terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan lembaga yang ada di Desa, Tokoh masyarakat , Tokoh Agama dan kemudian diputuskan dan ditetapkan bersama –sama dengan Badan permusyawaratan Desa  (BPD)
III. BIDANG PEMBANGUNAN

Dalam rangka meningkatkan kemajuan taraf  hidup masyarakat Desa Mudung maka perlu kiranya untuk membangun sarana dan prasarana Desa dengan harapan agar dapat menunjang kemajuan kehidupan masyarakat Desa.

Melanjutkan kegiatan pembangunan fisik kepemimpinan Kepala Desa sebelumnya, tahun 2020 kami belum melaksanakan visi dan misi kepemimpinan kami, meskipun RPJM Desa Mudung disebutkan RPJMDes 2020-2026. Hal ini karena mandate APBDes 2020 yang sudah ditetapkan dan dilakukan Perubahan tidak mungkin kami alihkan dari perencaan awal RKP 2020. 
Pada tahun 2020 pemerintah Desa Mudung telah melaksanakan beberapa program
Pembangunan yang telah melaksanakan beberapa program pembangunan yang telah digariskan dalam APBDes tahun 2020 diantaranya :
a. Pembangunan Sarana dan Prasarana SILPA 2019

· Pembangunan Jalan Rabat Beton Tlanak- Mudung

· Pembangunan Sarana  Irigasi ( U-dith) Dusun Tlanak, Budug, dan Mudung

· Pembangunan TPT Dusun Budug
b.  
c. 
d. 
e. 
f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Produksi;
g. 
- Pemeliharaan Saluran Irigasi non U dith di dusun Tlanak, Budug, dan Mudung

-  Pembangunan Sarana  Irigasi ( U-dith) di dusun Tlanak sepanjang 64m (64 x0.6 x0.6)
-  Pembangunan Sarana  Irigasi ( U-dith) Dusun Budug sepanjang 50 m (50 x0.6 x0.6)

-  Pembangunan Sarana  Irigasi ( U-dith) dusun Mudung sepanjang 45 m (45 x0.6 x0)
c. Pembangunan sarana dan prasarana Transportasi ;

            - Pembangunan Jalan Paving RT 06 / 09, Dusun Mudung
- Normalisasi  Jalan Paving RT 01/01, Dusun Tlanak 
- Normalisasi  Jalan Paving RT 05/02, Dusun Budug
-  Pembangunan Jalan Rabat Beton Tlanak - Budug
- Pemeliharaan PJU


 d. Pembangunan sarana dan prasarana Kesehatan

-  Pembangunan / Revitalisasi jaringan air bersih Dusun Mudung

-  Pemeliharaan Gedung Polindes

-  Posyandu Balita, Lansia, Ibu Hamil, Ibu hamil resiko tinggi

-  Penanganan Stunting


d. Pembangunan sarana dan prasarana Sosial ;

     
 -  Bantuan Operasional TPA-TPQ ( 5 lembaga)

 -  Bantuan Operasional TK ABA. RA.  Pos Paud 

 -  Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)


 - Penyediaan Ruang Isolasi dan penyediaan kebutuhan dasar karantina
USAHA DALAM  MENINGKATKAN SWADAYA, PARTISIPASI DAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT.

1.  Dalam situasi dan kondisi ekonomi yang dilanda pandemic COVID-19 yang serba sulit dan berat ini kami bersama sama dengan 
 Perangkat Desa , Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama Pengurus Lembaga yang ada di Desa  
selalu mengadakan pendekatan dan memberi motifasi pada warga Masyarakat , dengan lewat 
Rapat-rapat Desa, kegiatan tahlil, dan kunjungan lainya untuk mengadakan dan meningkatkan 
Partisipasi pembangunan Desa, pembersihan lingkungan, sarana jalan, irigasi, tempat Ibadah  
dengan tenaga secara gotong royong , dimana  selama ini warga masyarakat masih kurang berperan
    Dengan adanya motifasi-motifasi sekarang ini sudah menunjukan kemajuan yang 
menggembirakan dan sadar untuk melaksanakanya.
2. Dalam rangka percapatan penanggulangan wabah pandemic COVID-19 dan dampak ekonomi akibat lumpuhnya sector social dan ekonomi, Pemerintah Desa juga mengalokasikan Dana Desa untuk memutus mata rantai penyebaran wabah dengan kegiatan penyemprotan disinfektan secara berkala, Sosialisasi pencegahan dan penanganan, serta bantuan langsung tunai 
 2.  Kesadaran warga masyarakat untuk melaksanakan hal –hal yang bersifat baik tersebut oleh
 Pemerintah Desa diimbangi dengan meningkatkan kemudahan dan percepatan dalam melayani 
Kebutuhan warga masyarakat Desa. 

       IV. USAHA-USAHA DALAM MEMPERLANCAR PELAKSANAAN TUGAS.

a. Jumlah Personil
Jumlah personil perangkat desa Mudung saat ini adalah sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri atas :

1. Kepala Desa sebagai penanggung jawab pemerintahan Desa

2. Plt Sekdes, sebagai Kepala administrasi dan administrasi Pemerintahan Desa

3. Kepala Dusun (3 orang), sebagai Kepala Wilayah di dusun masing masing

4. Kepala Seksi (Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan dan Kesra, dan Kasi Pelayanan), yang menjalankan tugas dan fungsi di lapangan

5. Kepala Urusan (Kaur Umum dan Tata Usaha, dan Kaur Keuangan) yang melaksanakan tugas pemerintahan di Kantor Desa 

  
Masih rendahnya sumberdaya manusia bagi aparat Desa, merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintahan sedangkan pembinaan warga mengalami kesulitan, tuntutan warga masyarakat terlalu berlebihan, kepentingan warga yang beragam, sudah barang tentu tugas-tugas yang dibebankan pada Aparat Desa masih banyak kekurangan –kekurangan dan kelemahan, hal ini yang dapat mempengaruhi kelancaran tugas dan kwajiban yang diemban oleh Pemerintah Desa.
Keadaan dan kenyataan tersebut Pemerintah Desa berupaya dan bekerja keras untuk meningkatkan dan memperbaiki guna memenuhi apa yang diharapkan oleh Pemerintah di masa yang akan datang dengan mengikutsertakan dalam kegiatan Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa.
a. Dukungan Peralatan

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Pemerintah Desa Mudung sudah didukung beberapa alat dan perlengkapan kantor Desa sebagai sentral kegiatan pelayanan Masyarakat yang pada saat sepenuhnya memadai dan mencukupi.

b. Sumber Dana
Pada dasarnya sumber pembiayaan yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah Desa, Pembangunan , Pembinaan Kemasyarakatan di Desa Mudung bersumber dari dana Pendapatan Asli Desa (PAD), Pemberian dari Pemerintah Pusat, Daerah Jawa Timur dan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang disebut ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, serta Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat.
i. PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

1. Sistem Pembinaan
Di Desa Mudung ada beberapa Organisasi kemasyarakatan yang diantaranya yaitu :

· Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )
· Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat Desa ( LPMD) atau sebutan lain

· Rukun warga ( RW )
· Rukun Tetangga ( RT )
· Karang Taruna

· Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK) 

Untuk organisai  Sosial Kemasyarakat :

· Muhammadiyah

· Nahdlotul Ulama’
· Jamiyah Aisiyah

· Jamiyah Fatayat/Muslimat

· Jamiyah tahlil/ Manakib

· Dan lainya
Untuk kelompok tani

· Kelompok tani Sido subur 1

· Kelompok tani Sido subur 2

· Kelompok tani Sido subur 3

· Kelompok tani Bahagia 
dari kelompok tani tersebut semuanya sudah berbadan hukum
Pemerintah Desa Mudung senantiasa selalu memberikan dukungan dan melayani kepentingan secara sama rata ada perbedaan satu dengan yang lainya dan selalu melibatkan dalam setiap ada kegiatan baik yang datang dari Pemerintah atau kegiatan yang bersifat kebijakan dari dalam Desa
2. Usaha untuk meningkatkan
Guna untuk meningkatkan mutu pelaksanaan Pemerintah Desa agar diperoleh hasil dan manfaat yang cukup, dipandang perlu untuk mengkaji segala kekurangan dan kelemahan dimasa yang lalu, sebagai bekal agar kelemahan dan kekurangan dimasa lalu tidak terulang dimasa mendatang hal tersebut juga tidak akan terlepas dari dukungan warga Masyarakat dan dana yang memadai, yang tidak kalah pentingnya dukungan dan partisipasi warga masyarakat merupakan factor yang sangat dominan dapat mengingat situasi dan kondisi serta sangat terbatasnya dana keuangan Desa Mudung sehingga dirasa masih kurang imbang, antara kepentingan yang harus ditangani dan jumlah dana yang dapat digali dan diterima untuk pelaksanaan program yang ada.
VI. USAHA MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT
             Aparat Pemerintah Desa, Kepala Desa dan Perankat Desa Mudung, selalu berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan dan kemudahan bagi warga Masyarakat Desa dengan baik dan mudah serta cepat.


  Dalam melayani warga masyarakat Desa kami beserta semua aparat Desa Mudung selalu siap sedia ,sekalipun libur hari besar, keagamaan namun warga membutuhkan kami tetap melayani selama 24 jam apalagi ada warga yang sedang sakit atau tertimpa musibah.

VII. ADAT  ISTIADAT

Warga Masyarakat Desa Mudung pada dasarnya warga masyarakat yang agamis semua itu dapat dilihat dari cara melestarikan adat istiadat peninggalan leluhur, yang nota bene desa yang lain sulit untuk merubah, suatu contoh dalam melaksanakan kegiatan sedekah bumi warga Desa Mudung dulunya dengan mengadakan tayuban dan wayang, namun sekarang ini sudah dirubah dengan mengadakan pengajian umum, tahlil bersama dan lainya yang bersifat keagamaan, oleh karena itu hal tersebut dapat dilihat betapa sadarnya akan melestarikan adat istiadat , yang sekaligus dapat memberikan pencerahan rohani sehingga kesadaran akan hidup damai rukun dan saling menghormati sesama warga Desa.
.
VIII. USAHA –USAHA LAIN
Pememrintah Desa Mudung berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan taraf hidup warganya hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan keejahteraan hidupnya hal tersebut tidak terlepas dari  bimbingan , arahan,petunjuk dari aparat Desa , dalam hal pertanian warga Desa sudah memenuhi aturan aturan dalam aturan bertanam dengan melaksanakan pemupukan berimbang, pola tanam yang dikeler pengairan yang cukup dengan demikian hasilnya dapat sesuai dengan harapannya, kemudian untuk menambah penghasilan ada yang punya pekarangan dengan ditanami sayur-sayuran diantar waktu senggang setelah musim tanam ada yang melaksanakan dengan usaha kecil-kecil jualan sayur jualan bakso, keliling baik di kota maupun di Desa sendiri. Dengan harapan agar dapat meningkatkan taraf hidupnya.
Mengawali tahun 2021, perencanaan kegiatan sudah kami mulai dari bulan Juli 2020 sejak sisahkannya RPJM Desa Mudung tahun 2020-2026 yang merupakan visi dan misi dalam kepemimpinan Kepala Desa terpilih.

RPJM sudah kami telaah dan penjabaran tahun pertama adalah RKP 2021 dan APBdes 2021 yang telah ditetapkan pada tahun 2020 untuk dilaksanakan pada tahun 2021.

Semoga dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan dan pengawasan yang  baik dan bertanggung jawab, peñatausahaan yang akuntabel, serta pertanggung jawaban akuntabel, pelaksanaan seluruh kegiatan dapat member manfaat yang sebesar besarnya kepada masyarakat desa Mudung.

BAB III

PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa  ini kami sampaikan dengan penuh rasa hormat. 
Kami mengakui dan menyadari bahwa pelaksanaan Pemerintahan Desa Mudung masih banyak sekali kekurangan dan kelemahannya sehingga belum dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh pemerintah dan kita semua.

Kepada semua pihak yang terkait , kami minta agar dapatnya memberikan saran arahan petunjuk dan kami akan berusaha meningkatkan kinerja kami sebagai bekal masa –masa yang akan datang.
Dalam hal ini kami telah berusaha semaksimal mungkin akan tetapi hanya demikianlah yang baru dapat kami laksanakan dan sajikan untuk itulah segala kekurangan dan kehilafan kami mohon maaf sebesar-besarnya.

Selanjutnya bersama ini kami lampirkan data penunjang laporan pertanggung jawaban ini sebagai bahan pertimbangan.

                                                                                                                                                                                                      Mudung , 15 Januari 2021
Kepala Desa Mudung
MAT ZAENI 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MUDUNG 

KECAMATAN KEPOHBARU 
KABUPATEN BOJONEGORO 

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUDUNG

KECAMATAN KEPOHBARU KABUPATEN BOJONEGORO

No .  :  01    TAHUN   2021
TENTANG
PERSETUJUAN 
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA 
(LKPPD)

 MUDUNG KECAMATAN KEPOHBARU KABUPATEN BOJONEGORO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

	Mernimbang
	:
	Bahawasanya setelah diadakan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Mudung kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran  2019’ 
telah memenuhi syarat sesuai dengan  Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Peraturan  Desa, maka perlu ditetapkan menjadi  Peraturan Desa, dan sebagai dasar penetapannya perlu persetujan Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan  dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

	Mengingat
	:
	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kota Dalam  lingkungann Propinsi JawaTimur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang  Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 20011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5324);

6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 165, tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan  antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota  (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5539);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168, tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5558);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2007, tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota Kepada Desa ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2007, tentang Pedoman Umum  Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007, tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Desa ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2008, tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014, tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah ;

17. Peraturan Bupati  Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Desa;

18. Peraturan Bupati  Bojonegoro Nomor  7  Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

	MEMUTUSKAN :

	Menetapkan
	:
	

	PERTAMA
	:
	Menyetujui / menerima terhadap Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) desa Mudung kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara  Rapat BPD yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

	KEDUA
	:
	Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA Keputusan ini dan mengundangkan dalam Lembaran Desa.

	KETIGA
	:
	Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut dictum PERTAMA  Keputusan ini dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

	KEEMPAT
	:
	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




Disahkan di 
: Mudung

Pada tanggal 
: 15 Januari 2020
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUDUNG

KETUA

Drs. MOCH  YASIN

Tembusan : 


Keputusan ini disampaikan 


Kepada :

Yth
: 1. Ibu Bupati Bojonegoro


  2. Ibu Camat Kepohbaru
LAMPIRAN I

: KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 




  DESA


: MUDUNG




  KECAMATAN

: KEPOHBARU




  No


:    01 / 2020



  TANGGAL

:    15 Januari 2020
BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA MUDUNG KECAMATAN KEPOHBARU

KABUPATEN BOJONEGORO

Pada hari ini Jum’at  tanggal  lima belas bulan Januari   tahun dua ribu dua puluh satu, Badan Permusyawaratan  Desa ( BPD) Desa Mudung, Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro telah mengadakan Rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang membahas Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) desa Mudung, , Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro
Setelah melalui pembahasan materi-materi pokok Peraturan Desa diperoleh kesimpulan: 

Menerima Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) desa Mudung, , Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021
Demikian Berita Acara Rapat ini  dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Mudung, 15 Januari 2020
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MUDUNG
      KETUA



Drs. MOCH. YASIN

LAMPIRAN II
: KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 




  DESA


: MUDUNG




  KECAMATAN

: KEPOHBARU




  No


:    01/2021



  TANGGAL

:    15 Januari 2021 
DAFTAR HADIR RAPAT BPD

DESA MUDUNG KECAMATAN KEPOHBARU

KABUPATEN BOJONEGORO


	NO
	NAMA
	JABATAN
	TANGDA TANGAN

	1.

2.

3.

4.

5.
	Drs. MOCH. YASIN

MOCH. SAEFUZ ZUHRI
MUIS ASRORI
ALI UTSMAN
ARIF HIDAYAT
	KETUA

WAKIL KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA
ANGGOTA
	1.

3.

5.
	2.

4.


Mudung, 15 Januari 2021
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MUDUNG
      KETUA



Drs. MOCH. YASIN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MUDUNG 

KECAMATAN KEPOHBARU 
KABUPATEN BOJONEGORO


KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUDUNG

KECAMATAN KEPOHBARU KABUPATEN BOJONEGORO

No .  :  01    TAHUN   2021
TENTANG

PERSETUJUAN LAPORAN  PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 

(LPPD)

DESA  MUDUNG KECAMATAN KEPOHBARU KABUPATEN BOJONEGORO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

	Mernimbang
	:
	Bahawasanya setelah diadakan pembahasan terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Desa Mudung kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran  2019 telah memenuhi syarat sesuai dengan  Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Peraturan  Desa, maka perlu ditetapkan menjadi  Peraturan Desa, dan sebagai dasar penetapannya perlu persetujan Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan  dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

	Mengingat
	:
	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kota Dalam  lingkungann Propinsi JawaTimur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang  Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 20011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5324);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 165, tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan  antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota  (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168, tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5558);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2007, tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota Kepada Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2007, tentang Pedoman Umum  Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa; 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007, tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Desa ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2008, tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014, tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah ;
17. Peraturan Bupati  Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Desa;
18. Peraturan Bupati  Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

	MEMUTUSKAN :


	Menetapkan
	:
	

	PERTAMA
	:
	Menyetujui / menerima terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) desa Mudung kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran  2020 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara  Rapat BPD yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

	KEDUA
	:
	Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA Keputusan ini dan mengundangkan dalam Lembaran Desa.

	KETIGA
	:
	Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut dictum PERTAMA  Keputusan ini dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

	KEEMPAT
	:
	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




Disahkan di 
: Mudung

Pada tanggal 
: 15 Januari 2021
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUDUNG

KETUA

Drs. MOCH  YASIN

Tembusan : 


Keputusan ini disampaikan 


Kepada :

Yth
: 1. Ibu Bupati Bojonegoro


  2. Ibu Camat Kepohbaru
LAMPIRAN I

: KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 




  DESA


: MUDUNG




  KECAMATAN

: KEPOHBARU




  No


:    03/ 2019



  TANGGAL

:    20 Desember 2019
BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA MUDUNG KECAMATAN KEPOHBARU

KABUPATEN BOJONEGORO

Pada hari ini Jum’at tanggal  lima belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu, Badan Permuasyawaratan  Desa ( BPD) Desa Mudung, Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro telah mengadakan Rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang membahas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) desa Mudung, , Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro

Setelah melalui pembahasan materi-materi pokok Peraturan Desa diperoleh kesimpulan: 

Menerima Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) desa Mudung, , Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020
Demikian Berita Acara Rapat ini  dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Mudung,  15 Januari 2021
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MUDUNG
      KETUA



Drs. MOCH. YASIN

LAMPIRAN II
: KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 




  DESA


: MUDUNG




  KECAMATAN

: KEPOHBARU




  No


:    01 / 2021



  TANGGAL

:    15 Januari 2021
DAFTAR HADIR RAPAT BPD

DESA MUDUNG KECAMATAN KEPOHBARU

KABUPATEN BOJONEGORO


	NO
	NAMA
	JABATAN
	TANGDA TANGAN

	1.

2.

3.

4.

5.
	Drs. MOCH. YASIN

MOCH. SAEFUZ ZUHRI
MUIS ASRORI
ALI UTSMAN
ARIF HIDAYAT
	KETUA

WAKIL KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA
ANGGOTA
	1.

3.

5.
	2.

4.


Mudung,  15 Januari 2021
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MUDUNG
      KETUA



Drs. MOCH. YASIN











PEMERINTAH  KABUPATEN  BOJONEGORO

KECAMATAN  KEPOHBARU

DESA  MUDUNG

Alamat : Jalan Poros 22, Mudung,Kepohbaru

Nomor


: 141/           /51.08.022/2021  
  Kepada :

Sifat


: Penting


  
  Yth.Ibu  Bupati Bojonegoro

Lampiram

: 1 ( satu ) bendel

  
        Melalui

Perihal


: Laporan Penyelenggaraan    
              Ibu Camat Kepohbaru




  Pemerintah Desa tahun 2019
         Di-










        KEPOHBARU



Bersama ini kami kirimkan dengan hormat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) tahun 2020 Desa Mudung Kecamatan Kepohbaru Kabuapten Bojonegoro, sebagaimana uraian  terlampir.

Demikian harap untuk menjadikan periksa










 Mudung, 15 Januari 2021
Kepala Desa Mudung

MAT ZAENI
Tembusan disamapaikan Yth.

1. Ibu Camat Kepohbaru

2. Bapak ketua BPD Desa Mudung

3. Arsip

PEMERINTAH  KABUPATEN  BOJONEGORO

KECAMATAN  KEPOHBARU

DESA  MUDUNG

Alamat : Jalan Poros 22, Mudung,Kepohbaru

Nomor


: 141/           /2022.51.11/2021 
  Kepada :

Sifat


: Penting


  
  Yth. Bapak Ketua BPD

Lampiram

: 1 ( satu ) bendel

  
          Desa Mudung, Kepohbaru

Perihal


: Laporan Penyelenggaraan    
               




  Pemerintah Desa tahun 2019
         Di-










        Mudung



Bersama ini kami kirimkan dengan hormat Laporan Keterangan Penyelenggaraan  Pemerintah Desa ( LPPD)  tahun 2020  Desa Mudung Kecamatan Kepohbaru kabuapten Bojonegoro, sebagaimana uraian  terlampir.

Demikian harap untuk menjadikan periksa










 Mudung, 15 Januari 2021
Kepala Desa Mudung

MAT ZAENI
Tembusan disamapaikan Yth.

1. Ibu Camat Kepohbaru

2. Bapak ketua BPD Desa Mudung

3. Arsip

KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum   Wr    Wb

Pertama –tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena  atas berkenaanya kita sekalian masih diberi kekuatan dalam lindunganNya 


Mengawali Laporan Penyelenggaraan  Pemerintah Desa ini kami sampaikan kepada Ibu Bupati Bojonegoro, melalui Bapak Camat Kepohbaru sebagai bentuk tanggung jawab kami selaku Kepala Desa Mudung, dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintah Desa Mudung di bidang Pemerintaan, bidang Pembangunan dan bidang kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih banyak kelemahan maupun kekurangan, sehingga belum Optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Penannggung jawab Pemerintah Desa Mudung.


Untuk itulah saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan agar dapat terpenuhi apa yang menjadi tujuan dari pada Pemerintah dan Masyarakat, ahirnya kami mohon dengan hormat kepada Ibu Bupati Bojonegoro untuk memakluminya dan menerima laporan pertanggungjawaban ini untuk dievaluasi serta memberi petunjuk arahan sehingga dapat kami jadikan bekal pada pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Desa dimasa yang akan datang


Demikian harap menjadikan maklum adanya

Wassalamu’alaikum    Wr       Wb










Kepala Desa Mudung










MAT ZAENI   
BAB  I

PENDAHULUAN

C. DASAR  HUKUM  DAN  TUJUAN
b. DASAR  HUKUM

1. Undang –Undang nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota Madya  dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang –Undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-undang Nomor 43 tahun 2014 tentang  Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 29 tahun 2006, tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 30 tahun 2006, tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 24 tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 35 tahun 2007, tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Peraturan  Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 20 tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 66 tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
11. Peraturan Pemerintah Dearah Nomor 09 tahun 2015 tentang Desa;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 tahun 2018 tentang Desa Penghasilan Kepala Desa  dan Perangkat Desa;
13. Peraturan Desa Mudung Nomor  01     tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa 

III. TUJUAN

              Dalam rangka mewujudkan tujuan Nasinal sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujutkan kesejahteraan umum, maka Pemerintah telah merencanakan pembangunan yang tersebar diseluruh wilayah tanah air melalui tahapan tertentu dan dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga di terbitkan Undang- Undang nomor 06 Tahun 2014 sebagaimana dasar pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan baik secara Strategis maupun normative.

  
Kita harus menyadari bahwa pada dasarnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan bagian yang sangat penting dan mempunyai nilai yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan secara nasional.

Oleh karena itu sasaran yang harus kita capai adalah mewujutkan Desa yang mampu menyelenggarakan Pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan secara baik dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.


Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa disampaikan sebagai Laporan Akhir Tahun Anggaran 2019
D. LETAK DAN LUAS WILAYAH DESA

Desa Mudung Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, terletak di daerah dataran rendah bukan pantai dan berada di Pedesaan dengan luas wilayah sebagai berikut ;

Batas Wilayah :
· Sebelah Utara
: 
Desa Karangan, Kecamatan Kepohbaru

· Sebelah Timur
: 
Desa Ngranggonanyar,  Desa Jipo Kecamatan 



Kepohbaru
· Sebalah Selatan
: 
Desa Jipo Kecamatan Kepohbaru

· Sebelah Barat
 
: 
Desa Betet, Desa Bumirejo, Kecamatan Kepohbaru

      Luas Wilayah :
      - Luas Desa

:  166  Ha   terdiri dari ;

· Tanah Sawah

:   133  Ha

· Tanah Pekarangan
:     33  Ha

· Tanah Lain-lain
:     -     Ha
      Pemerintahan :

· Jumlah Dusun

:        3  Dusun

· Jumlah RW

:        3  RW

· Jumlah RT

:       11 RT

· Jumlah KK

:     527 KK

      Penduduk :

· Jumlah Penduduk 
:     2597   Jiwa, terdiri dari :

· Laki-laki

:     1301   Jiwa

· Perempuan

:     1296 Jiwa

BAB  II
PROGRAM KERJA BIDANG PEMERINTAHAN DESA


Pemerintah Desa Mudung dilaksanakan atas dasar Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang Nomor 43 tahun 2014 tentang  Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 29 tahun 2006, tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 30 tahun 2006, tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 20 tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Keuanganb Desa, Peraturan Pemerintah Dearah Nomor 09 tahun 2015 tentang Desa.

a. PENYELENGGARAN PEMERINTAH DESA 
Pemerintah Desa diselenggarakan dengan:
1. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa

2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

3. Tugas dan Kewajiban Kepala Desa adalah Pemimpin Penyelenggaraan , penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa , Membina kehidupan Warga Masyarakat Desa 

1. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa

2. endamaikan Perselisihan Masyarakat Desa

3. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa Hukumnya

dalam melaksanakan tugas dan kwajibanya kepala Desa wajib menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Kepada Bupati dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada setiap akhir tahun anggaran

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai lembaga legalitas dan merupakan Mitra kerja bagi Kepala Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan berfungsi mengayomi adapt istiadat dan menampung dan menyalurkan Aspirasi masyarakat dan melaksanakan tugas sebagai pengawas pelaksanaan pemerintahan Desa dan Peraturan Desa, Mengesahkan Peraturan Desa yang dibuat bersama-sama Pemerintah Desa

b. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA 
1.  Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

· Sekretaris Desa yang bertugas dibidang Administrasi Desa

· Kasi pemerintahan, Kasi Kesejahteraan , Kasi Pelayanan,  yang bertugas sebagai unsure pelaksanaan Pelayanan Masyarakat di Lapangan

· Kaur Umum, Kaur Keuangan yang bertugas sebagai unsure Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat di Kantor

·     Kepala Dusun yang bertugas sebagai pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah dusunnya masing-masing.

Cara-cara yang ditempuh dalam melaksanakan kebijakan ditempuh dengan jalan pendekatan     secara Musyawarah dan kekeluargaan dengan tanpa mengurangi dan meninggalkan aturan-aturan serta norma-norma yang telah digariskan 

Pada dasarnya semua tugas yang bersifat mengatur dan membebani terutama yang berkaitan dengan kepentingan Umum warga masyarakat Desa dituangkan dalam Peraturan Desa yang sebelumnya terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan lembaga yang ada di Desa, Tokoh masyarakat , Tokoh Agama dan kemudian diputuskan dan ditetapkan bersama –sama dengan Badan permusyawaratan Desa  (BPD)

c. BIDANG PEMBANGUNAN

Dalam rangka meningkatkan kemajuan taraf hidup masyarakat Desa Mudung maka perlu kiranya untuk membangun sarana dan prasarana Desa dengan harapan agar dapat menunjang kemajuan kehidupan masyarakat Desa.

Untuk itulah pada tahun 2019 pemerintah Desa Mudung telah melaksanakan beberapa program Pembangunan yang telah melaksanakan beberapa program pembangunan yang telah digariskan dalam APBDes tahun 2019 diantaranya :

a.  Pembangunan sarana dan Prasarana Pemerintahan :

- Neon Box

- printer

- Rak Lemar

-2 unit Leptop
b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Produksi;

- Pembangunan Sarana  Irigasi ( U-dith) di dusun Tlanak. Dusun Budug, dusun Mudung

c. Pembangunan sarana dan prasarana Transportasi ;

            - Pembangunan Jalan Paving Rt 002/001 Dusun Tlanak

- Pembangunan Jalan Paving Rt 004/002 Dusun Budug 
- Pembangunan Jalan Paving Rt 006/003 Dusun Mudung

- Pembangunan Jalan baru dan gorong-gorong RT 008/003 Dusun Mudung

- Pembangunan Jalan Lingkungan RT .010/003 Dusun Mudung

- Pembangunan TPT(Tembok Penahan Tanah)  Rt 004/002 Dusun Budug 

 - Pembangunan TPT(Tembok Penahan Tanah)  Rt 007/003 Dusun Mudung

- Pembangunan tiang listrik PJU di Dusun Tlanak, Dusun Budug. Dusun Mudung 
- Pembangunan normalisasi saluran Air RT 06/03 s/d Rt 08/03 Dusun Mudung

- Pembangunan lantanisasi rumah warga miskin  11 unit

- Bedah rumah 2 unit untuk warga miskin

- peninggian tanggul irigasi di Dusun Mudung

- pengeboran air sumur di dusun Mudung

d. Pembangunan sarana dan prasarana Sosial ;

     
 -  Bantuan Operasional TPA-TPQ ( 5 lembaga)


 -  Bantuan Operasional TK ABA. RA.      Pos paud harapan bangsa Dusun Mudung 

USAHA DALAM  MENINGKATKAN SWADAYA, PARTISIPASI DAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT.

1.  Dalam situasi dan kondisi ekonomi yang serba sulit dan berat ini kami bersama sama dengan  Perangkat Desa , Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama Pengurus Lembaga yang ada di Desa  Selalu mengadakan pendekatan dan memberi motifasi pada warga Masyarakat , dengan lewat Rapat-rapat Desa, kegiatan tahlil, dan kunjungan lainya untuk mengadakan dan meningkatkan Partisipasi pembangunan Desa, pembersihan lingkungan, sarana jalan, irigasi, tempat Ibadah. Dengan tenaga secara gotong royong , selama ini warga masyarakat masih kurang berperan    Dengan adanya motifasi-motifasi sekarang ini sudah menunjukan kemajuan yang menggembirakan dan sadar untuk melaksanakanya.

 2.  Kesadaran warga masyarakat untuk melaksanakan hal –hal yang bersifat baik tersebut oleh Pemerintah Desa diimbangi dengan meningkatkan kemudahan dan percepatan dalam melayani Kebutuhan warga masyarakat Desa. 

       IV. USAHA-USAHA DALAM MEMPERLANCAR PELAKSANAAN TUGAS.

A. Jumlah Personil

Dengan terbatasnya jumlah personil Aparat Pemerintah Desa Mudung , serta masih rendahnya sumberdaya manusia bagi aparat Desa, sedangkan pada saat ini pembinaan warga mengalami kesulitan, tuntutan warga masyarakat terlalu berlebihan, kepentingan warga, sudah barang tentu tugas-tugas yang dibebankan pada Aparat Desa masih banyak kekurangan –kekurangan dan kelemahan, hal ini yang dapat mempengaruhi kelancaran tugas dan kwajiban yang diemban oleh Pemerintah Desa.

Keadaan dan kenyataan tersebut Pemerintah Desa berupaya dan bekerja keras untuk meningkatkan dan memperbaiki guna memenuhi apa yang diharapkan oleh Pemerintah di masa yang akan dating

B. Dukungan Peralatan

Dalam melaksanakan tugas dan kwajiban Pemerintah Desa Mudung sudah didukung beberapa alat dan perlengkapan kantor Desa sebagai sentral kegiatan pelayanan Masyarakat, meskipun belum sepenuhnya memadai dan mencukupi.

C. Sumber Dana
Pada dasarnya sumber pembiayaan yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah Desa, Pembangunan , Pembinaan Kemasyarakatan di Desa Mudung bersumber dari dana Pendapatan Asli Desa (PAD) Pemberian dari Pemerintah Pusat, Daerah Jawa Timur dan dari Pemereintah Kabupaten Bojonegoro yang disebut ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, serta Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat.

d. PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

1. Sistem Pembinaan

Di Desa Mudung ada beberapa Organisasi kemasyarakatan yang diantaranya yaitu :

· Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )

· Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat Desa ( LPMD) atau sebutan lain

· Rukun warga ( RW )

· Rukun Tetangga ( RT )

· Karang Taruna

· Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK) 

Untuk organisai  Sosial Kemasyarakat :

· Muhammadiyah

· Nahdlotul Ulama’

· Jamiyah Aisiyah

· Jamiyah Fatayat/Muslimat

· Jamiyah tahlil/ Manakib

· Dan lainya

Untuk kelompok tani

· Kelompok tani Sido subur 1

· Kelompok tani Sido subur 2

· Kelompok tani Sido subur 3

· Kelompok tani Bahagia dari kelompok tani tersebut semuanya sudah berbadan hukum

Pemerintah Desa Mudung senantiasa selalu memberikan dukungan dan melayani kepentingan secara sama rata ada perbedaan satu dengan yang lainya dan selalu melibatkan dalam setiap ada kegiatan baik yang datang dari Pemerintah atau kegiatan yang bersifat kebijakan dari dalam Desa

2. Usaha untuk meningkatkan

Guna untuk meningkatkan mutu pelaksanaan Pemerintah Desa agar diperoleh hasil dan manfaat yang cukup, dipandang perlu untuk mengkaji segala kekurangan dan kelemahan dimasa yang lalu, sebagai bekal agar kelemahan dan kekurangan dimasa lalu tidak terulang dimasa mendatang hal tersebut juga tidak akan terlepas dari dukungan warga Masyarakat dan dana yang memadai, yang tidak kalah pentingnya dukungan dan partisipasi warga masyarakat merupakan factor yang sangat dominan dapat mengingat situasi dan kondisi serta sangat terbatasnya dana keuangan Desa Mudung sehingga dirasa masih kurang imbang, antara kepentingan yang harus ditangani dan jumlah dana yang dapat digali dan diterima untuk pelaksanaan program yang ada.

a. USAHA MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT
             Aparat Pemerintah Desa, Kepala Desa dan Perankat Desa Mudung, selalu berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan dan kemudahan bagi warga Masyarakat Desa dengan baik dan mudah serta cepat.


  Dalam melayani warga masyarakat Desa kami beserta semua aparat Desa Mudung selalu siap sedia ,sekalipun libur hari besar, keagamaan namun warga membutuhkan kami tetap melayani selama 24 jam apalagi ada warga yang sedang sakit atau tertimpa musibah.

b. ADAT  ISTIADAT

Warga Masyarakat Desa Mudung pada dasarnya warga masyarakat yang agamis semua itu dapat dilihat dari cara melestarikan adat istiadat peninggalan leluhur, yang nota bene desa yang lain sulit untuk merubah, suatu contoh dalam melaksanakan kegiatan sedekah bumi warga Desa Mudung dulunya dengan mengadakan tayuban dan wayang, namun sekarang ini sudah dirubah dengan mengadakan pengajian umum, tahlil bersama dan lainya yang bersifat keagamaan, oleh karena itu hal tersebut dapat dilihat betapa sadarnya akan melestarikan adat istiadat , yang sekaligus dapat memberikan pencerahan rohani sehingga kesadaran akan hidup damai rukun dan saling menghormati sesama warga Desa.

c. USAHA –USAHA LAIN
Pememrintah Desa Mudung berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan taraf hidup warganya hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan keejahteraan hidupnya hal tersebut tidak terlepas dari  bimbingan , arahan,petunjuk dari aparat Desa , dalam hal pertanian warga Desa sudah memenuhi aturan aturan dalam aturan bertanam dengan melaksanakan pemupukan berimbang, pola tanam yang dikeler pengairan yang cukup dengan demikian hasilnya dapat sesuai dengan harapannya, kemudian untuk menambah penghasilan ada yang punya pekarangan dengan ditanami sayur-sayuran diantar waktu senggang setelah musim tanam ada yang melaksanakan dengan usaha kecil-kecil jualan sayur jualan bakso, keliling baik di kota maupun di Desa sendiri. Dengan harapan agar dapat meningkatkan taraf hidupnya.
BAB III

PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa  ini kami sampaikan dengan penuh rasa hormat. Kami mengakui dan menyadari bahwa pelaksanaan Pemerintahan Desa Mudung masih banyak sekali kekurangan dan kelemahannya sehingga belum dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh pemerintah dan kita semua.

Kepada semua pihak yang terkait , kami minta agar dapatnya memberikan saran arahan petunjuk dan kami akan berusaha meningkatkan kinerja kami sebagai bekal masa –masa yang akan datang.

Dalam hal ini kami telah berusaha semaksimal mungkin akan tetapi hanya demikianlah yang baru dapat kami laksanakan dan sajikan untuk itulah segala kekurangan dan kehilafan kami mohon maaf sebesar-besarnya.

Selanjutnya bersama ini kami lampirkan data penunjang laporan pertanggung jawaban ini sebagai bahan pertimbangan.

                                                                                                                                                                                                      Mudung , 15 Januari 2021
Kepala Desa Mudung
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